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Abstract 

 

This study is aimed to examine the factors influencing the ethical perception towards tax 

evasion. The survey methods is used in this study to collect the data. The samples of this study 

are the students of accounting major, Economics and Business Faculty, Brawijaya 

University. The result of this study shows that the fairness does not negatively influence the 

ethical perception towards tax evasion. Taxation system has significant negative influence 

whereas discrimination has significant positive influence the ethical perception towards tax 

evasion. 
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Abstraksi 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mengenai 

etika atas penggelapan pajak (tax evasion). Penelitian ini menggunakan metode survei dalam 

pengambilan data. Sampel penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor 

keadilan tidak berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak. 

Faktor sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan sedangkan faktor diskriminasi 

berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak. 

 

Kata Kunci: persepsi etika, penggelapan pajak (tax evasion), keadilan, sistem  perpajakan, 

diskriminasi 
  

mailto:devi_nurcahyaningsih@yahoo.com


PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Globalisasi yang sedang terjadi telah menghilangkan batas ruang dan waktu setiap 

individu di dunia. Hal ini akan berdampak pada terwujudnya pasar bebas dalam berbagai 

sektor, termasuk perekonomian. Setiap negara harus dapat membuka diri dengan baik dalam 

persaingan di pasar bebas agar dapat meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi 

negaranya, termasuk Negara Indonesia. Pengamat ekonomi dari Institute for Development of 

Economics and Finance (INDEF), Aviliani, SE., M.Si. menjelaskan bahwa kemandirian 

ekonomi suatu negara diartikan sebagai negara yang tidak bergantung pada negara lain, 

memiliki jati diri dan karakter yang kuat, serta memiliki ketahanan ekonomi dalam 

menghadapi berbagai macam krisis (Destianto, 2014). Dalam proses mewujudkan 

kemandirian dalam meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, Indonesia 

menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan negara. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa membayar 

pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara 

untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan 

pembangunan nasional. 

Dalam susunan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2014, 

rencana total penerimaan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp 1.667,1 triliun 

yang diantaranya sebesar Rp 1.110,2 triliun berasal dari sektor pajak. Persentase sebesar 

66,59% tersebut menunjukkan bahwa penerimaan sektor pajak memberikan kontribusi yang 

cukup besar terhadap pendapatan negara (Syafrianto, 2014). Kondisi ini mengharuskan 

pemerintah untuk meningkatkan kualitas aspek perpajakan yang ada di Indonesia, baik dari 

sisi sistem perpajakan maupun sumber daya manusianya. 

Sesuai dengan definisi pajak, maka setiap wajib pajak memiliki keharusan untuk 

membayar pajak guna membiayai pengeluaran pemerintah dalam memakmurkan masyarakat. 

Namun bagi wajib pajak, pajak merupakan sebuah biaya atau beban karena akan mengurangi 

penghasilan yang diterimanya. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan dari 

sektor pajak berlawanan dengan tujuan wajib pajak yang cenderung ingin meminimalkan 

besarnya pajak yang akan dibayarnya. Sistem pemungutan pajak self assessment yang berlaku 

di Indonesia memberi kebebasan wajib pajak untuk menghitung sendiri besaran pajak yang 

terutang. Hal ini memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk dapat meminimalkan jumlah 

pajak yang terutang melalui mekanisme perencanaan pajak (tax planning). 

Perencanaan pajak (tax planning) adalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan pajak 

terutang melalui cara yang telah jelas diatur dalam peraturan perpajakan (Arifianto, 2013). 

Terdapat dua jenis perencanaan pajak yang dikenal masyarakat, yaitu penghindaran pajak 

(tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion). Menurut Christian (2010), perbedaan 

antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak terletak pada kepatuhannya atas peraturan 

yang sedang berlaku. Penghindaran pajak melakukan usaha meminimalkan jumlah pajak 

terutang dengan memanfaatkan celah peraturan yang ada sehingga dianggap tidak melanggar 

aturan. Berbeda dengan penggelapan pajak yang melakukan usaha meminimalkan pajak 

terutang dengan menggunakan cara yang melanggar hukum.  

Penggelapan pajak sering terjadi di Indonesia. Salah satu kasus yang sempat ramai 

dalam berita adalah kasus Gayus Tambunan (PNS golongan IIIA, Direktorat Jenderal Pajak, 



Kementerian Keuangan). Gayus terlibat tiga pasal berlapis, yaitu korupsi, pencucian uang, 

dan penggelapan pajak. Direktur Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Fuad 

Rahmany menjelaskan tindakan Gayus yang menerima uang suap dari pengusaha atau wajib 

pajak nakal memberi pengaruh negatif kepada sebagian wajib pajak untuk membayar pajak 

(Rini, 2013). 

Banyaknya kasus penggelapan pajak di Indonesia menimbulkan pertanyaan besar, 

apakah penggelapan pajak ini etis untuk dilakukan? Pandangan masyarakat terhadap sesuatu 

dikatakan etis atau tidak pun didasarkan pada berbagai alasan sesuai sudut pandang masing-

masing. Hal ini memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai persepsi etika atas 

penggelapan pajak. Peneliti mengambil objek penelitian dari sudut pandang mahasiswa Strata 

Satu (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dimana 

mahasiswa ini telah memperoleh mata kuliah tentang perpajakan dan nantinya merupakan 

generasi yang akan meneruskan kepemimpinan di Indonesia. Dalam mencari jawaban atas 

fenomena yang akan diteliti, peneliti melakukan replikasi dari penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Nickerson et al. (2009) tentang dimensionalitas skala etika tentang 

penggelapan pajak dengan metode survei sekitar 1.100 orang di enam negara. Faktor-faktor 

dalam penelitian tersebut diuji kembali dalam studi ini guna mendapatkan keyakinan yang 

mendalam mengenai keterkaitan faktor keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi 

terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti 

adalah sebagai berikut : 

1. Apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak 

(tax evasion)? 

2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika atas 

penggelapan pajak (tax evasion)? 

3. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan 

pajak (tax evasion)? 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

Perpajakan 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

Soemitro (1988) menjelaskan pajak adalah bentuk peralihan kekayaan dari rakyat 

kepada kas negara sebagai sumber utama dalam membiayai pengeluaran umum yang rutin 

dan sisanya akan disimpan sebagai simpanan publik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

pajak diartikan sebagai pungutan wajib berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk 

kepada negara sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan 

seterusnya. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib 

kepada negara yang bersifat memaksa, digunakan untuk keperluan negara bagi kesejahteraan 

rakyat, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. 

Resmi (2009) membagi fungsi pajak dalam masyarakat suatu negara ke dalam dua 

fungsi, yaitu fungsi budgetair sebagai alat untuk menambah pendapatan negara sebanyak-



banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran umum dan fungsi regulered sebagai alat 

untuk mengatur dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya.  

 

Etika 

Etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral, yang menjadi pegangan bagi 

seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya (Bertens, 2000). Menurut 

Maryani dan Ludigdo (2001), etika merupakan seperangkat aturan, norma atau pedoman 

yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan 

yang dianut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi. 

Keraf dan Imam (1991) mengungkapkan etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara 

hidup baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari 

satu individu lain atau satu generasi ke generasi lain. Etika merupakan seperangkat prinsip 

moral yang membedakan yang baik dari yang buruk, bidang ilmu yang bersifat normatif 

karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan 

oleh seorang individu (Beekum, 2004). Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa etika 

merupakan nilai dan norma moral yang mengatur perilaku manusia untuk membedakan 

sesuatu yang baik dan yang buruk. Etika berkaitan erat dengan kebiasaan hidup yang baik. 

Etika pajak merupakan tindakan untuk mematuhi peraturan perpajakan atau undang-

undang perpajakan yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini wajib pajak harus rutin dalam 

membayar pajak karena dengan membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dengan 

baik (Izza dan Hamzah, 2009). Suminarsasi dan Supriyadi (2011), menjelaskan etika pajak 

merupakan peraturan dimana orang atau kelompok orang yang menjalani kehidupan dalam 

lingkup perpajakan, bagaimana mereka melaksanakan kewajiban perpajakannya, apakah 

sudah benar, salah, baik, atau buruk. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa etika 

pajak merupakan tindakan dalam lingkup perpajakan untuk melaksanakan kewajiban 

perpajakannya dengan baik dan benar. 

 

Penggelapan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011), penggelapan pajak adalah usaha yang dilakukan oleh 

wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara yang tidak legal atau melanggar 

undang-undang. Dalam hal ini, wajib pajak mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang 

menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan 

tidak benar. Penggelapan pajak (tax evasion) adalah tindak pidana karena merupakan 

manipulasi subjek dan objek pajak untuk memperoleh penghematan pajak dengan melanggar 

hukum, dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan suatu hal yang melekat pada 

setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap daerah (Duadji, 2008). 

Dari definisi di atas, dapat dikatakan bahwa penggelapan pajak merupakan usaha untuk 

mengecilkan beban pajak dengan cara tidak legal atau melanggar peraturan yang berlaku. 

Berdasarkan penelitian McGee (2006), terdapat beberapa alasan orang melakukan 

penggelapan pajak, antara lain sistem pemerintahan yang buruk, sistem pajak yang tidak adil, 

uang pajak tidak digunakan dengan baik, tarif pajak yang terlalu tinggi tidak sebanding 

dengan manfaatnya, dan adanya kesempatan untuk melakukan karena sistem hukum yang 

lemah. 

Penggelapan pajak yang dilakukan secara tidak legal akan membawa dampak negatif 

dalam berbagai bidang (Trihastutie, 2009), antara lain: 

1. Dalam bidang keuangan akan menimbulkan pos kerugian bagi kas negara.  

2. Dalam bidang ekonomi dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat antar pengusaha. 

3. Dalam bidang psikologi akan menimbulkan suatu kebiasaan untuk selalu melanggar 

undang-undang, terlebih lagi apabila tindakan ini tidak diketahui oleh fiskus.  

 



Keadilan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan memiliki kata dasar adil yang berarti 

sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan 

tidak sewenang-wenang. Keadilan oleh Siahaan (2010) dibagi dalam tiga pendekatan, antara 

lain: 

1. Prinsip manfaat dimana keadilan pajak dapat dicapai apabila kontribusi yang diberikan 

setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. 

2. Prinsip kemampuan dimana perekonomian membutuhkan suatu jumlah penerimaan pajak 

tertentu, dan setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. 

3. Prinsip keadilan horizontal dan vertikal. Prinsip keadilan horizontal menjelaskan wajib 

pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama dalam pengenaan dan 

pemungutan pajaknya. Pemungutan pajak dikatakan adil secara vertikal apabila orang-

orang dengan tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda dikenakan pajak 

penghasilan yang berbeda setara dengan perbedaannya. 

Keadilan memiliki perspektif yang sangat luas antara masing-masing individu. Negara 

memiliki kewajiban untuk mewujudkan keadilan tersebut meskipun banyak perspektif yang 

mendasarinya. Negara dalam menerapkan pajak sebagai sumber penerimaan negara harus 

berusaha mencapai kondisi dimana masyarakat secara luas dapat merasakan keadilan dalam 

penerapan undang-undang pajak. Siahaan (2010) membagi tiga aspek keadilan yang perlu 

diperhatikan dalam penerapan pajak, antara lain keadilan dalam penyusunan dan pelaksanaan 

undang-undang pajak, serta keadilan dalam penggunaan uang pajak. 

 

Sistem Perpajakan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan sistem merupakan perangkat unsur yang 

secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu susunan tertentu. Jogiyanto (2005) 

menerangkan bahwa sistem merupakan hubungan jaringan kerja yang saling berinteraksi 

antar prosedurnya untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Dari pengertian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa sistem perpajakan merupakan keseluruhan yang terpadu dari satuan 

kegiatan perpajakan yang berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan dalam perpajakan 

itu sendiri. 

Menurut Mardiasmo (2011), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu: 

1. Official Assessment System 

Sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Contoh: Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB). 
2. Self Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk 

menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Contoh: Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). 

3. With Holding System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Contoh: mekanisme 

pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh 

Final Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, dan PPN. 

 

Diskriminasi 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 

1 ayat (3) menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau 

pengucilan yang didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, 

golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang 



berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau 

penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual 

maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan 

yang lain. 

Diskriminasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai pembedaan 

perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, 

agama, dan sebagainya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa diskriminasi 

merupakan usaha manusia dengan kecenderungan untuk membeda-bedakan yang lain atas 

dasar faktor-faktor tertentu. 

 

Kerangka Konseptual Penelitian 

Pada penelitian ini diuji keseluruhan variabel yang terdapat dalam penelitian terdahulu, 

yaitu pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi mengenai 

etika atas penggelapan pajak. Model yang dipakai dalam penelitian ini dijelaskan pada 

gambar 1. 

Gambar 1 

Model Penelitian 

 
 

Perumusan Hipotesis 

1. Konsep Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) 

Persepsi merupakan pandangan pikiran seseorang yang muncul dari kegiatan 

mengorganisasikan dalam pikirannya, menafsirkannya, mengalami, dan mengelola pertanda 

atas segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya (Prasetyo, 2010). Rachmadi (2014) 

mendefinisikan persepsi sebagai respon dari penerimaan kesan melalui penglihatan, sentuhan 

atau melalui indera lainnya, yang kemudian ditafsirkan berdasarkan pengalaman yang 

berbeda dari tiap individu, sehingga menghasilkan perilaku yang berbeda pula. 

Penggelapan pajak merupakan tindakan yang menyimpang karena melanggar peraturan 

yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak 

etis. McGee (2006) menemukan  bahwa beberapa negara mengatakan penggelapan pajak 

tidak etis, namun mereka juga menganggap penggelapan pajak kadang-kadang dipandang etis 

tergantung pada fakta-fakta dan keadaan atau bahkan dipandang selalu etis. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi mengenai etika atas 

penggelapan pajak merupakan suatu proses individu dalam menerima, mengorganisasikan, 

serta mengartikan praktik penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial di 

sekitarnya. Dalam hal ini individu akan mengartikan penggelapan pajak merupakan tindakan 

tidak etis, kadang-kadang etis,  atau bahkan selalu etis. 

2. Hipotesis Keadilan Berpengaruh Negatif Terhadap Persepsi Mengenai Etika Atas 

Penggelapan Pajak (Tax Evasion) 
Keadilan dalam perpajakan sangat penting karena menyangkut hak masyarakat. 

Pemerintah dapat dikatakan adil dalam memperlakukan masyarakatnya apabila uang pajak 

yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan sebagaimana mestinya, yaitu untuk pengeluaran 



umum negara, tidak untuk kepentingan pribadi pemerintah (Nickerson et al., 2009). 

Pemerintah juga dapat dikatakan adil apabila pengenaan dan pemungutan pajak terhadap 

masyarakat diperlakukan dengan sama, kondisi ini akan terlihat dari undang-undang pajak 

yang telah disusun dan dilaksanakan (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011). 

Semakin tinggi keadilan yang dilakukan oleh pemerintah, maka masyarakat akan 

semakin percaya terhadap kinerja pemerintah. Hal ini akan mendorong kemauan masyarakat 

untuk membayar pajak dan mempercayai pemerintah dalam mengelola dana yang bersumber 

dari pajak (Rahman, 2013). Seegate (2012) menjelaskan bahwa manfaat yang banyak 

dirasakan masyarakat atas fasilitas negara yang tersedia akan meningkatkan kepercayaan 

terhadap pemerintah dalam mengelola dana yang bersumber dari pajak. Hal ini terbukti 

dengan kemauan  masyarakat untuk terus membayar pajak dan terlihat dari penerimaan pajak 

negara yang terus meningkat tiap tahunnya. Dengan tingkat keadilan yang tinggi akan 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga akan timbul rasa 

percaya dan aman ketika masyarakat membayarkan uang pajak. Sehingga, masyarakat 

khususnya mahasiswa akan beranggapan bahwa penggelapan pajak yang melanggar aturan 

dan merugikan masyarakat secara luas merupakan tindakan yang tidak etis untuk dilakukan.  

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak, yaitu semakin tinggi 

tingkat keadilan di pemerintahan suatu negara, maka masyarakatnya akan memliki persepsi 

bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis. Penelitian tersebut 

diantaranya dilakukan oleh Nickerson et al. (2009), McGee et al. (2007), Handyani dan 

Cahyonowati (2014), dan Ginanjar (2014). Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah 

diuraikan tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut: 

H1: Keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan 

pajak (tax evasion). 

3. Hipotesis Sistem Perpajakan Berpengaruh Negatif Terhadap Persepsi Mengenai 

Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) 
Sistem perpajakan dapat dikatakan baik apabila prosedur perpajakan terkait 

penghitungan, pembayaran, dan pelaporan dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, fiskus 

harus berperan aktif dalam mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas yang 

tinggi. Sebaliknya, sistem perpajakan dikatakan tidak baik apabila di dalam pelaksanaannya 

fiskus melakukan kecurangan, seperti korupsi yang sangat merugikan masyarakat. 

Kecurangan yang terjadi di dalam sistem ini akan menimbulkan rasa tidak percaya 

masyarakat terhadap pemerintah (Nickerson et al., 2009). 

Semakin baik sistem perpajakan yang berlaku, maka masyarakat akan semakin merasa 

mudah dan dilayani dengan baik oleh pemerintah sehingga kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah pun akan semakin meningkat. Kemudahan sistem perpajakan yang ada akan 

mendorong kemauan masyarakat untuk membayar pajak (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011). 

Sukarelawati (2015) menjelaskan penerapan e-tax dalam pajak daerah di Kota Malang 

meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak terlihat dari pencapaian 

penerimaan pajak daerah Kota Malang tahun 2014 yang melebihi target. Dengan sistem 

perpajakan yang baik akan memberikan kemudahan dan mendorong kemauan masyarakat 

dalam melakukan kewajiban perpajakan, serta mempercayai pemerintah dalam mengelola 

uang pajak sesuai aturannya. Sehingga, masyarakat khususnya mahasiswa akan beranggapan 

bahwa penggelapan pajak yang melanggar aturan dan merugikan masyarakat secara luas 

merupakan tindakan yang tidak etis untuk dilakukan. 

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak. Semakin 

baik sistem perpajakan yang berlaku, maka persepsi masyarakat menganggap penggelapan 

pajak merupakan perilaku yang tidak etis. Penelitian tersebut diantaranya dilakukan oleh 



Nickerson et al. (2009), McGee et al. (2007), Suminarsasi dan Supriyadi (2011), Rahman 

(2013), Handyani dan Cahyonowati (2014), dan Ginanjar (2014). Berdasarkan hasil-hasil 

penelitian yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis alternatif 

sebagai berikut: 

H2: Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai etika atas 

penggelapan pajak (tax evasion). 

4. Hipotesis Diskriminasi Berpengaruh Positif Terhadap Persepsi Mengenai Etika Atas 

Penggelapan Pajak (Tax Evasion) 
Pemerintah dikatakan melakukan diskriminasi apabila kebijakan yang diterapkan hanya 

menguntungkan pihak tertentu saja, dan di sisi lain ada pihak-pihak yang dirugikan. Adanya 

diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah akan mendorong sikap masyarakat untuk tidak 

setuju dengan kebijakan yang berlaku (Nickerson et al., 2009). 

Beberapa peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dinilai sebagai bentuk 

diskriminasi pemerintah, salah satunya adalah zakat yang diperbolehkan sebagai pengurang 

pajak karena ini hanya diberlakukan untuk masyarakat yang beragama Islam saja 

(Suminarsasi dan Supriyadi, 2011). Selain itu, adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 

2013 dimana pajak final dikenakan sebesar 1% terhadap penghasilan bruto juga dinilai 

sebagai bentuk diskriminasi karena banyak merugikan pengusaha kecil menengah yang 

belum mapan dalam usahanya (Sanusi, 2014). Semakin banyak peraturan perpajakan yang 

dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan, maka masyarakat akan cenderung 

untuk tidak patuh terhadap aturan. Ketidakpatuhan ini dapat berakibat pada masyarakat yang 

enggan membayar pajak (Ariyanti, 2013). Sehingga, masyarakat khususnya mahasiswa akan 

beranggapan bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang etis untuk dilakukan. 

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa diskriminasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak. Semakin banyak 

bentuk diskriminasi dalam suatu negara, maka masyarakatnya memiliki persepsi bahwa 

penggelapan pajak etis dilakukan. Penelitian diantaranya dilakukan oleh Nickerson et al. 

(2009), McGee et al. (2007), Suminarsasi dan Supriyadi (2011), Rahman (2013), dan 

Reskino et al. (2011). Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut, maka 

peneliti merumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut: 

H3: Diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan 

pajak (tax evasion). 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode survei dalam bentuk 

kuesioner. Survei merupakan metode pengumpulan data primer dengan memberikan 

pertanyaan kepada responden individu (Jogiyanto, 2010). Pertanyaan dalam kuesioner 

didasarkan pada penelitian Nickerson et al. (2009) yang menggunakan Bahasa Inggris dan 

diartikan ke dalam Bahasa Indonesia. Peneliti melakukan penyebaran kuesioner secara 

langsung di kelas-kelas Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya. Peneliti menunggu responden melakukan pengisian kuesioner dan dapat langsung 

diambil kembali oleh peneliti. Kemudian peneliti mengumpulkan semua data, melakukan 

rekapitulasi terhadap hasil kuesioner yang terisi, dan melakukan pengolahan data.  

 

Populasi dan Sampel 

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang 

ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2006). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 



adalah mahasiswa aktif Strata Satu (S1) Angkatan 2011 sampai 2013 Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. 

Sekaran (2006) menyebutkan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi. Pemilihan 

sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dari 

populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu (Sekaran, 2006). Dalam penelitian ini, jumlah 

dari sampel ditentukan dengan perhitungan matematis menggunakan rumus Slovin. Hasil 

perhitungan menunjukkan dari jumlah populasi sebanyak 905 mahasiswa, dan batas ketelitian 

yang diinginkan sebesar 5%, maka sampel yang digunakan sebanyak 278 responden. Hasil 

tersebut diyakini akan dapat merepresentasikan keseluruhan sampel yang diambil. 

 

Variabel Operasional, Indikator, Pengukuran, dan Pernyataan Kuesioner 

Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel yang dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu: 

1. Variabel independen, meliputi keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi. 

2. Variabel dependen, yaitu persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak. 

Variabel pertama yaitu keadilan. Nickerson et al. (2009) mendefinisikan keadilan 

dalam hal yang berhubungan dengan penggunaan dana pajak secara positif. Suminarsasi dan 

Supriyadi (2011) menggunakan keadilan untuk mendeskripsikan suatu kondisi dimana 

masyarakat harus mendapat perlakuan yang sama dalam pengenaan dan pemungutan pajak 

oleh negara. Variabel keadilan dalam penelitian ini berdasarkan konsep Nickerson et al. 

(2009) dan Rahman (2013). 

 Variabel kedua yaitu sistem perpajakan. Sistem perpajakan didefinisikan dalam 

lingkup tarif pajak dan penggunaan dana pajak secara negatif, seperti korupsi pemerintah 

(Nickerson et al., 2009). Rahman (2013) menjelaskan sistem perpajakan di Indonesia 

memberi kepercayaan wajib pajak dalam menentukan besarnya pajak terutang. Sistem 

perpajakan dikatakan baik apabila terdapat kemudahan dalam prosedur perpajakan yang ada, 

terkait penghitungan, pembayaran, dan pelaporan. Fiskus harus berperan aktif dalam 

mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas tinggi. Variabel sistem perpajakan 

dalam penelitian ini berdasarkan konsep Nickerson et al. (2009) dan Rahman (2013).  

Variabel ketiga yaitu diskriminasi. Nickerson et al. (2009) menjelaskan diskriminasi 

dalam lingkup perlakuan pemerintah yang berbeda untuk kondisi tertentu. Pemerintah 

dikatakan melakukan bentuk diskriminasi apabila kebijakan yang diterapkan hanya 

menguntungkan pihak tertentu saja, dan pihak lain dirugikan. Adanya diskriminasi yang 

dilakukan oleh pemerintah akan mendorong sikap masyarakat untuk tidak setuju dengan 

kebijakan yang berlaku. Dalam perpajakan di Indonesia, terdapat beberapa kebijakan yang 

dianggap sebagai bentuk diskriminasi, antara lain penerapan zakat pada orang Islam sebagai 

pengurang pajak dan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dimana pajak final 

dikenakan sebesar 1% terhadap penghasilan bruto. Variabel keadilan dalam penelitian ini 

berdasarkan konsep Nickerson et al. (2009) dan Rahman (2013).  

Variabel keempat yaitu persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak. McGee (2006) 

dalam penelitiannya menemukan penggelapan pajak tidak etis, namun ada beberapa 

mengatakan penggelapan pajak kadang-kadang dipandang etis atau bahkan selalu etis. 

Pandangan tersebut tentunya dilandasi oleh alasan-alasan dari fenomena yang ada di 

masyarakat.Variabel persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak dalam penelitian ini 

berdasarkan konsep Nickerson et al. (2009) dan Rahman (2013). 

Pengukuran keseluruhan indikator variabel dalam penelitian ini menggunakan skala 

likert lima poin mulai dari sangat tidak setuju (STS) sampai dengan sangat setuju (SS). 

Pemilihan pengukuran ini sesuai dengan penelitian sebelumnya (Rahman, 2013). Instrumen 

penelitian yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada instrumen dari penelitian 

Nickerson et al. (2009) dan dikembangkan dengan mengacu pada penelitian Rahman (2013). 

 



Uji Kualitas Data 

Validitas adalah bukti bahwa instrumen, teknik, atau proses yang digunakan untuk 

mengukur sebuah konsep benar-benar mengukur konsep yang dimaksudkan (Sekaran, 2006). 

Uji validitas bertujuan untuk mengukur valid tidaknya suatu item pernyataan. Item 

pernyataan dikatakan valid jika r hitung > r tabel. Nilai r hitung diperoleh dari Pearson 

Correlation, sedangkan nilai r tabel 0,1177 diperoleh dari Tabel Product Moment Correlation 

(α= 0,05; n=278). Sedangkan uji reabilitas merupakan pengujian yang menunjukkan sejauh 

mana pengukuran dilakukan tanpa bias atau bebas dari kesalahan, tujuannya untuk mengukur 

konsistensi tidaknya jawaban seseorang terhadap item-item pernyataan di dalam sebuah 

kuesioner (Sekaran, 2009). Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan nilai Cronbach’s 

Alpha. Suatu kuesioner akan dikatakan reliable jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,60 dan 

apabila nilai Cronbach’s Alpha semakin mendekati 1 mengidentifikasikan bahwa semakin 

tinggi pula konsistensi internal reliabilitasnya (Ghozali, 2013). 

 

Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan 

bantuan perangkat lunak Statistical Package for Social Science (SPSS). 

 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil penelitian yang tidak bias. 

Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas merupakan kondisi yang menunjukkan satu atau lebih variabel bebas 

berkorelasi linear sempurna dengan variabel bebas lainnya. Dalam penelitian ini uji 

multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF. Jika nilai tolerance > 0,1 dan nilai 

VIF ≤ 10 maka tidak terjadi gejala multikolinearitas (Ghozali, 2013). 
2. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan periode t-1 (Ghozali, 2013). Uji autokorelasi dalam 

penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson. Hasil uji Durbin Watson dikatakan bebas 

dari autokorelasi jika memenuhi du < d < 4-du. Nilai du didapat dari tabel Durbin Watson 

untuk jumlah variabel independen 3 dan jumlah data 278 (3,278) yaitu 1,799. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2013). Uji heteroskedastisitas 

yang digunakan adalah Uji Glejser dengan meregres nilai absolut residual terhadap 

variabel independen. Hasil uji Glejser dikatakan tidak mengandung adanya 

heteroskedastisitas jika nilai signifikansi pengujian > 0,05. 
4. Uji Normalitas 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. 

Dalam penelitian ini, metode uji normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov 

Smirnov. Data dikatakan berdistribusi normal jika hasil signifikansi dalam uji 

Kolmogorov Smirnov bernilai > 0,05. Sebaliknya, jika asumsi tersebut tidak terpenuhi 

maka data dikatakan tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2013). 

 

2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis regresi dengan uji t 

untuk mengetahui pengaruh variabel dependen dengan variabel independen. Jika nilai t-

statistik > t-tabel berarti variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel 

dependennya dan hipotesis alternatif diterima, demikian sebaliknya. 



Penelitian ini mempunyai persamaan struktural sebagai berikut: 

Y1 = α + ρY1X1 + ρY2X2 + ρY3X3 + ɛ 

Keterangan: 

Y1 = persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak 

X1 = keadilan 

X2 = sistem perpajakan 

X3 = diskriminasi 

α = konstanta  

ρ  = koefisien 

ɛ  = kesalahan pengganggu (standard error) 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Deskripsi Objek Penelitian 

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Strata Satu (S1) 

angkatan 2011 sampai 2013 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya. Peneliti memilih responden yang telah memenuhi kriteria secara acak. Penyebaran 

kuesioner penelitian dilakukan secara langsung kepada 278 mahasiswa. Keseluruhan 

kuesioner yang disebarkan telah dikembalikan kepada peneliti dan dapat digunakan karena 

data telah diisi dengan lengkap.  

 Karekteristik demografi responden yang menjadi objek penelitian akan disajikan 

dalam bentuk tabel. Informasi ini dikumpulkan melalui kuesioner bagian kedua yang terdiri 

dari 5 pertanyaan berisi usia, jenis kelamin, konsentrasi akuntansi, semester yang sedang 

ditempuh, dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).  

Tabel 1 

Karakteristik Demografi Responden 

No. Karakteristik Jumlah Prosentase 

1 

Jenis Kelamin: 

Perempuan 

Laki-Laki 

 

176 

102 

 

63,3% 

36,7% 

2 

Usia: 

< 21 tahun 

21-25 tahun 

> 25 tahun 

 

194 

83 

1 

 

69,8% 

29,9% 

0,3% 

3 

Konsentrasi: 

Akuntansi Bisnis 

Akuntansi Perpajakan 

Akuntansi Syariah 

Akuntansi Sektor Publik 

 

146 

77 

22 

33 

 

52,5% 

27,7% 

7,9% 

11,9% 

4 

Semester yang ditempuh: 

Semester 3 

Semester 5 

Semester 7 

 

105 

115 

58 

 

37,8% 

41,3% 

20,9% 

5 

IPK: 

3,51 – 4,00 

3,01 – 3,50 

2,51 – 3,00 

 

128 

137 

13 

 

46% 

49,3% 

4,7% 

 Sumber : Data Primer (diolah) 
 



Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan pengolahan data yang bertujuan memberi gambaran 

terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi (Sujarweni, 2014). Dalam 

penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk menunjukkan nilai minimum, nilai 

maksimum, nilai mean, dan nilai standar deviasi dari masing-masing variabel yang digunakan 

dalam penelitian. Hasil perhitungan statistik deskriptif ditunjukkan pada tabel berikut ini. 

Tabel 2 

Statistik Deskriptif 

 N Min. Max. Mean Std. Deviation 

Keadilan 278 1 5 2,41 1.149 

Sistem Perpajakan 278 1 5 2,55 1,183 

Diskriminasi 278 1 5 2,61 1,189 

Persepsi Mengenai Etika 

Atas Penggelapan Pajak 
278 1 5 2,71 1,210 

Sumber : Data Primer (diolah) 

 

Hasil Uji Kualitas Data 

Uji kualitas data bertujuan untuk menguji tingkat keakuratan dan tingkat konsistensi 

intrumen penelitian menggunakan uji validitas dan uji reabilitas terhadap semua variabel. 

Pengujian validitas instrumen penelitian dilakukan dengan membandingkan r hitung dengan r 

tabel dan dapat dikatakan valid jika r hitung > r tabel. Sedangkan pengujian reabilitas 

instrumen penelitian dilakukan dengan menggunakan nilai Crobanch’s Alpha dan dapat 

dikatakan reliabel jika nilai Crobanch’s Alpha > 0,60. Berdasarkan hasil uji kualitas data 

yang telah dilakukan diketahui bahwa instrumen penelitian telah memenuhi ketentuan 

validitas dan reabilitas. 

 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

Model regresi linear berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika model 

tersebut telah lolos dalam uji asumsi klasik melalui uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji 

heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan dalam penelitian 

ini diketahui bahwa model regresi telah lolos dalam uji asumsi klasik yang berarti tidak 

terdapat masalah multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan normalitas. 

 

Hasil Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis penelitian menggunakan analisis regresi pada persamaan struktural 

yang telah dibuat untuk mengetahui apakah keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi 

berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak. Ikhtisar pengujian 

hipotesis persamaan struktural dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 3 

Hasil Uji Hipotesis 

Variabel 
R-

Square 

F-test 
Α 

t-test 
Ket 

F-stat Sig. t-stat Sig. 

Constant 

0,524 100,397 0,000 

 8,517 0,000  

Keadilan -0,084 -1,483 0,139 Tidak Sig. 

Sistem Perpajakan -0,324 -5,454 0,000 Sig. 

Diskriminasi 1,367 16,201 0,000 Sig. 

Sumber: Data Primer (diolah) 



Gambar 2 berikut ini menunjukkan ringkasan hasil pengujian hipotesis 

 

Gambar 2 

Ringkasan Hasil Uji Hipotesis 

 

 
   Sumber: Data Primer (diolah) 

 

1. Keadilan Berpengaruh Negatif Terhadap Persepsi Mengenai Etika Atas 

Penggelapan Pajak 

  Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hipotesis pertama yaitu keadilan berpengaruh 

negatif terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak dinyatakan ditolak. Hal ini 

berarti bahwa semakin tinggi keadilan dalam suatu negara tidak mempengaruhi persepsi 

mahasiswa dalam memandang penggelapan pajak sebagai perilaku yang tidak etis. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian Suminarsasi dan Supriyadi (2011) yang 

menyatakan bahwa faktor keadilan tidak berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai 

etika atas penggelapan pajak. 

Suminarsasi dan Supriyadi (2011) mengungkapkan bahwa faktor keadilan tidak 

berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak karena persepsi 

wajib pajak di Yogyakarta selalu menganggap penggelapan pajak tindakan yang tidak etis 

tanpa dipengaruhi oleh faktor keadilan. Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan McGee (2008) bahwa menurut literatur Yahudi penggelapan pajak selalu tidak etis 

karena ada tekanan pemikiran bahwa terdapat kewajiban untuk tidak meremehkan orang 

Yahudi lainnya. Jika seorang Yahudi melakukan penggelapan pajak, hal itu akan membuat 

semua orang Yahudi lainnya terlihat buruk. 

Selain konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini juga 

sejalan dengan rasionalisasi bahwa tindakan penggelapan pajak merupakan tindakan yang 

melanggar aturan atau dapat dikatakan ilegal. Di Indonesia membayar pajak merupakan 

sebuah kewajiban, sehingga seluruh warga negara harus membayar sesuai dengan peraturan 

perpajakan. Uang pajak yang terkumpul akan masuk ke kas negara dan digunakan untuk 

pengeluaran umum negara. Keadilan dalam konteks ini didefinisikan dalam hal yang 

berhubungan dengan penggunaan uang pajak secara positif. Warga negara berharap mendapat 

manfaat dari uang pajak yang dibayarkan meskipun manfaat tersebut tidak dirasakan secara 

langsung. Penggunaan uang yang bersumber dari pajak secara adil ataupun tidak adil, tidak 

akan berpengaruh terhadap persepsi masyarakat khususnya mahasiswa mengenai etika atas 

penggelapan pajak karena pajak sudah merupakan kewajiban seluruh warga negara yang 

wajib dibayarkan dan penggelapan pajak selamanya merupakan tindakan tidak etis. 

Dalam pandangan lain, mahasiswa merupakan individu yang memiliki intelektual 

tinggi dan selalu dituntut untuk berpikir kritis. Direktur Direktorat Jenderal Pajak 

Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany menjelaskan banyaknya kasus-kasus penggelapan 

pajak yang terjadi di jajaran pemerintahan, salah satunya adalah kasus Gayus Tambunan 

(PNS golongan IIIA, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan) dapat memberi 



pengaruh negatif kepada sebagian wajib pajak untuk membayar pajak (Rini, 2013). Hal ini 

juga berpengaruh terhadap persepsi para mahasiswa mengenai etika dari penggelapan pajak. 

Mahasiswa sebagai calon generasi penerus bangsa tentunya berharap masyarakat secara luas 

dapat menerima manfaat dari uang pajak yang dibayarkannya. Namun, dengan adanya 

berbagai tindak kecurangan yang diberitakan terjadi di pemerintahan, tentu dapat mendorong 

mahasiswa untuk cenderung berpikir lebih baik tidak membayar pajak daripada uang tersebut 

akan habis dikorupsi oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan uang yang 

bersumber dari pajak secara adil ataupun tidak adil, tidak akan berpengaruh terhadap persepsi 

masyarakat khususnya mahasiswa mengenai etika atas penggelapan pajak karena 

kepercayaan mahasiswa terhadap pemerintah mulai berkurang dan cenderung berpendapat 

penggelapan pajak selalu etis dilakukan. 

2. Sistem Perpajakan Berpengaruh Negatif Terhadap Persepsi Mengenai Etika Atas 

Penggelapan Pajak 

Hipotesis kedua adalah sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi 

mengenai etika atas penggelapan pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima. Hal ini berarti bahwa semakin baik sistem 

perpajakan yang berlaku, maka semakin rendah persepsi mahasiswa mengenai penggelapan 

pajak yang dianggap etis. 

Penjelasan atas hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan dengan rasionalisasi berikut 

ini. Sistem perpajakan yang baik akan dirasakan oleh mahasiswa karena dalam penelitian ini 

mahasiswa yang dipilih sebagai responden telah mendapatkan pengetahuan pajak melalui 

mata kuliah perpajakan. Dengan begitu, mahasiswa di sini mengetahui sistem perpajakan 

yang seharusnya berlaku di Indonesia. Sistem perpajakan yang baik akan memberi 

kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, terlebih lagi jika 

didukung oleh sumber daya manusia atau aparat pajak yang baik pula. Kondisi ini akan 

memberikan kepercayaan yang tinggi terhadap mahasiswa sebagai subjek pajak. Salah satu 

inovasi yang terus dilakukan untuk memberikan kemudahan pelayanan pajak adalah sistem 

pajak online (Sukarelawati, 2015).  

Dengan adanya sistem perpajakan yang baik, pengelolaan uang pajak dengan bijaksana, 

petugas pajak yang berkompeten dan tidak korupsi, serta prosedur pembayaran pajak yang 

tidak berbelit-belit, akan meningkatkan kepercayaaan masyarakat terhadap fiskus dan 

mendorong kemauan membayar pajak, sehingga akan mempengaruhi persepsi mahasiswa 

bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis. Namun sebaliknya, apabila 

sistem perpajakan yang berlaku dinilai buruk, pengelolaan uang pajak tidak jelas, petugas 

pajak yang melakukan korupsi, dan prosedur pembayaran yang rumit, maka persepsi 

mahasiswa yang terbentuk adalah penggelapan pajak merupakan tindakan etis dan boleh 

dilakukan. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nickerson et al. 

(2009), McGee et al. (2007), Suminarsasi dan Supriyadi (2011), Rahman (2013), Handyani 

dan Cahyonowati (2014), dan Ginanjar (2014).  

Nickerson et al. (2009) menemukan bahwa semakin baik sistem perpajakan di suatu 

negara, maka persepsi masyarakatnya mengatakan bahwa penggelapan pajak semakin tidak 

etis, dan sebaliknya. McGee et al. (2007) dengan objek penelitiannya adalah mahasiswa 

bisnis universitas di Ekuador, menemukan bahwa penggelapan pajak etis dilakukan karena 

tarif yang berlaku terlalu tinggi, sistem perpajakan yang ada tidak baik, uang pajak tidak 

digunakan dengan baik, dan adanya korupsi dalam pemerintahan. 

Penelitian Suminarsasi dan Supriyadi (2011) menemukan bahwa semakin bagus sistem 

perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis. 

Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013) pada wajib pajak di 

Jakarta. Semakin baik, mudah, dan terkendali prosedur sistem perpajakan yang diterapkan, 

maka tindakan penggelapan pajak dianggap sesuatu yang tidak etis bahkan mampu 



meminimalisir perilaku tersebut. Handyani dan Cahyonowati (2014) mengungkapkan sistem 

perpajakan yang berjalan dengan baik akan meningkatkan etika bagi wajib pajak sehingga 

penggelapan pajak akan berkurang. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi 

yang terdaftar di Semarang. Ginanjar (2014) mendapat hasil yang sama ketika melakukan 

penelitian pada wajib pajak badan di Sukabumi. 

3. Diskriminasi Berpengaruh Positif Terhadap Persepsi Mengenai Etika Atas 

Penggelapan Pajak 

Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis pada bagian sebelumnya, hipotesis ketiga 

yaitu diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan 

pajak dinyatakan diterima. Hal ini berarti bahwa semakin banyak bentuk diskriminasi dalam 

peraturan perpajakan yang berlaku, maka mahasiswa memiliki persepsi bahwa penggelapan 

pajak merupakan tindakan yang etis dilakukan. Hasil pengujian hipotesis ketiga ini konsisten 

dengan hasil dari beberapa penelitian terdahulu, yaitu Nickerson et al. (2009), McGee et al. 

(2007), Suminarsasi dan Supriyadi (2011), Rahman (2013), dan Reskino et al. (2011). 

Nickerson et al. (2009) menemukan bahwa semakin tinggi diskriminasi yang dilakukan 

pemerintah di suatu negara, maka persepsi masyarakatnya mengatakan bahwa penggelapan 

pajak semakin etis untuk dilakukan. Hasil yang sama juga ditunjukkan dalam penelitian 

McGee et al. (2007) dengan objek penelitiannya adalah mahasiswa bisnis universitas di 

Ekuador. Perlakuan khusus yang dilakukan pemerintah dengan membedakan ras, suku, 

agama, dan budaya dianggap sebagai bentuk diskriminasi. Semakin kuat perlakuan tersebut, 

maka masyarakat akan menganggap penggelapan pajak merupakan tindakan yang etis. 

Penelitian Suminarsasi dan Supriyadi (2011) menjelaskan bahwa adanya diskriminasi 

dalam peraturan perpajakan akan membuat wajib pajak memiliki persepsi bahwa 

penggelapan pajak etis untuk dilakukan. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kebijakan 

fiskal luar negeri yang terkait kepemilikan NPWP merupakan suatu bentuk diskriminasi. 

Selain itu, kebijakan diperbolehkannya zakat sebagai faktor pengurang kewajiban perpajakan 

dan adanya zona bebas pajak hanya menguntungkan sebagian kelompok masyarakat saja 

sehingga dapat mengakibatkan kecemburuan pada kelompok lainnya. Hasil ini sama dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013) dan Reskino et al. (2011). 

Selain konsisten dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan 

rasionalisasi berikut. Dalam pernyataan yang dimuat dalam kuesioner penelitian terlihat 

bahwa diskriminasi yang dimaksud merupakan adanya pengecualian-pengecualian dalam 

perpajakan. Dalam aturan perpajakan, pemerintah memberikan perlakuan yang berbeda untuk 

berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk diskriminasi karena 

hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Apabila aturan perpajakan yang ada semakin 

merugikan beberapa kalangan, maka kepercayaan mahasiswa terhadap pemerintah akan 

berkurang, sehingga akan terbentuk persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan 

etis atau boleh dilakukan untuk menutup kerugian tersebut. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak 

Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran 

Bruto Tertentu dinilai sebagai bentuk diskriminasi terhadap usaha kecil menengah. Dalam 

peraturan tersebut, tarif yang berlaku adalah 1% dari peredaran bruto untuk usaha dengan 

peredaran bruto di bawah 4,8 milyar rupiah dalam satu tahun pajak. Pajak ini akan dikenakan 

final tiap bulan meskipun usaha tersebut mengalami kerugian. Hal ini mendorong pelaku 

usaha untuk melakukan penghindaran pajak atau bahkan penggelapan pajak dengan cara 

melaporkan penjualan atau peredaran bruto di bawah angka yang sebenarnya. Kondisi ini 

apabila dibiarkan secara terus-menerus akan membentuk sebuah kebiasaan dalam pelaku 

usaha tersebut. Selain itu, akan mengurangi jumlah target yang ingin dicapai pemerintah dari 

pajak sebagai penerimaan negara. Adanya sebuah peraturan yang dianggap sebagai bentuk 

diskriminasi ini akan membentuk persepsi bahwa penggelapan pajak etis untuk dilakukan. 



KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

 

Penggelapan pajak merupakan tindakan yang melanggar hukum dan tidak etis untuk 

dilakukan. Namun, beberapa penelitian terdahulu membuktikan bahwa sebagian orang 

membenarkan adanya penggelapan pajak atau menganggap penggelapan pajak etis dilakukan 

karena beberapa alasan yang mendasarinya. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang bertujuan untuk 

memperoleh bukti empiris faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mengenai etika atas 

penggelapan pajak. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah: 

1. Keadilan tidak berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan 

pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan yang ada dan telah dirasakan tidak 

mempengaruhi secara negatif persepsi mahasiswa mengenai etika atas penggelapan pajak. 

Semakin tinggi tingkat keadilan tidak membuat orang memiliki persepsi bahwa 

penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis. Hal ini dikarenakan membayar 

pajak merupakan kewajiban warga negara sehingga dianggap selalu tidak etis terlepas 

dari alasan yang mendasari dilakukannya penggelapan pajak, terutama faktor keadilan. 

Selain itu, banyaknya kasus penggelapan pajak akan membuat mahasiswa sebagai 

individu yang kritis untuk berpikir lebih baik tidak membayar pajak daripada uang pajak 

dikorupsi, sehingga penggelapan pajak dianggap perilaku yang etis. 

2. Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai etika atas 

penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang berlaku dan yang 

dipahami oleh mahasiswa mempengaruhi secara negatif persepsi mahasiswa mengenai 

etika atas penggelapan pajak. Semakin baik sistem perpajakan yang berlaku, maka 

membuat orang memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak tidak etis dilakukan. 

3. Diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan 

pajak. Hal ini  menunjukkan bahwa diskriminasi dalam pemerintahan, akan 

mempengaruhi secara positif persepsi mahasiswa mengenai etika atas penggelapan pajak. 

Semakin tinggi diskriminasi yang dilakukan pemerintah, terutama dalam perpajakan, 

maka membuat orang memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak etis dilakukan. 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas sesuai dengan 

penelitian terdahulu yang menjadi acuan, yaitu keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi 

serta tidak menggunakan tambahan variabel lainnya. Objek penelitian yang dilakukan 

merupakan studi pada mahasiswa Strata Satu (S1) angkatan tahun 2011 sampai 2013 Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya sehingga hasilnya belum 

dapat digeneralisir. Selain itu, metode pengumpulan data yang dilakukan menggunakan 

metode survei, sehingga hasil dari penelitian ini sangat bergantung pada data yang tertulis di 

kuesioner penelitian. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan 

pengembangan dari keterbatasan penelitian ini. 

 Implikasi penelitian ditujukan bagi pihak akademisi, pembuat kebijakan, dan 

pemerintah. Pihak akademisi harus memberikan pengetahuan perpajakan kepada mahasiswa, 

mengingat bahwa pajak merupakan aspek yang tidak terlepas dari kehidupan berbangsa dan 

bernegara di Indonesia. Dengan tingginya tingkat pemahaman terhadap perpajakan 

diharapkan mahasiswa sebagai generasi penerus dapat melaksanakan fungsi dan tanggung 

jawabnya dengan baik, serta melaksanakan dengan nilai moral yang baik pula. Pihak pembuat 

kebijakan harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam menyusun kebijakan yang akan 

diterapkan. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pihak yang dirugikan dan pihak yang 

diuntungkan. Pihak pemerintah harus lebih baik dalam mengelola dan mendistribusikan dana 

yang bersumber dari pajak agar masyarakat lebih percaya bahwa uang pajak yang telah 

disetorkan telah digunakan dengan baik. Sehingga akan tercipta kehidupan yang harmonis 

dan stabil dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata. 
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Lampiran 1 – Instrumen Penelitian 

 

1. Keadilan 

 

No. Pernyataan 

1 
Penggelapan pajak dianggap etis, meskipun dana pajak digunakan untuk 

membangun fasilitas umum yang bersifat penting. 

2 
Penggelapan pajak dianggap etis, meskipun dana pajak digunakan dengan 

baik dan benar. 

3 Penggelapan pajak dianggap etis, meskipun tarif pajaknya rendah. 

4 
Penggelapan pajak dianggap etis, jika orang yang memiliki penghasilan 

tinggi, maka harus membayar pajak tinggi. 

5 
Penggelapan pajak dianggap etis, jika pemerintah tidak adil dalam 

penyusunan undang-undang pajak. 

6 
Penggelapan pajak dianggap etis, jika aparat pajak tidak adil dalam 

melaksanakan peraturan perpajakan. 

 

2. Sistem Perpajakan 

 

No. Pernyataan 

1 
Penggelapan pajak dianggap etis, jika sistem perpajakan yang ada tidak 

adil. 

2 
Penggelapan pajak dianggap etis, jika tarif pajak tidak sesuai dengan 

tingkat penghasilan. 

3 
Penggelapan pajak dianggap etis, jika uang pajak yang terkumpul tidak 

dikelola dengan bijaksana. 

4 
Penggelapan pajak dianggap etis, jika prosedur pembayaran pajak yang 

ada menyulitkan. 

5 

Penggelapan pajak dianggap etis, jika Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

tidak memberikan sosialisasi yang baik untuk kemudahan pembayaran 

pajak. 

 

3. Diskriminasi 

 

No. Pertanyaan 

1 
Penggelapan pajak dianggap etis, jika pemerintah melakukan diskriminasi 

atas agama, ras, dan latar belakang budaya. 

2 
Penggelapan pajak dianggap etis, jika pemerintah memenjarakan orang 

karena pendapat politiknya. 

3 
Penggelapan pajak dianggap etis, jika zakat untuk agama Islam digunakan 

sebagai faktor pengurang pajak. 

4 

Tarif pajak untuk usaha dengan omzet di bawah 4,8 milyar dikenakan atas 

peredaran bruto, sedangkan untuk omzet di atas 4,8 milyar dikenakan atas 

laba. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi untuk usaha kecil menengah. 

 



4. Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak 

 

No. Pertanyaan 

1 Penggelapan pajak dianggap etis, jika tarif pajaknya terlalu tinggi. 

2 
Penggelapan pajak dianggap etis, jika uang pajak tidak digunakan untuk 

membiayai pengeluaran umum negara. 

3 
Penggelapan pajak dianggap etis, jika saya tidak merasakan manfaat dari 

uang pajak yang dibayarkan. 

4 Penggelapan pajak dilakukan karena hukum yang ada lemah. 

5 
Penggelapan pajak dianggap etis, jika terdapat diskriminasi dalam 

perpajakan. 

6 Penggelapan pajak dianggap etis, jika pemerintahnya korupsi. 

7 
Penggelapan pajak dianggap etis, jika pemerintah tidak transparan 

terhadap penggunaan uang pajak. 

8 
Penggelapan pajak dianggap etis, jika orang dengan penghasilan yang 

sama besar maka membayar pajaknya juga sama besar. 

 
 
 
 


